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Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal l‘iﬁ ~—»2015 No. 58,

Pengumuman dalam Berita - Negara R.IL. sesual.dengan ketentuan
Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 téntang Perseroan
Terbatas. -

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN H @ASASI MANUSIA
REPUBLIK Imnomzsm
NOMOR AHU-0935380.AH. n1 02.TAHUN 2015
TENTMIG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL. Tbk
MENTERI HUKUM. DA.N HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwasberdasarkan Permohonan Notaris PROF.
DR.\LILTANA TEDIOSAPUTRO, SH, MH. sesuai Akta
_ Nomar 53 Tanggal 13 Mel 2015 tentang Perubahan
~ _Apggaran Dasar PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI
~“SIDO MUNCUL Thk tanggal 18 Mei 2015 dengan
Momor Pendaftaran 4015051833230145 telah
sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan,

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT INDUSTRI
JAMU DAM FARMASI SIDO MUNCUL Thk;
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MEMUTUSKARN:

Menetapkan

KESATL » Menyetujul Perubahan Anggaran Dasar-PT Indus-
tri Jamu Dan Farmasi Sido
Muncul Thbk - dengan NPWP 01.106.753.5-
054.000 yang berkedudukan di KOTA SEMARANG
karena telah sesuai dengan Data Format Isian
Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta
Notaris Ne.53 Tanggal 13 Mej 2015 yang dibuat oleh
Notaris PROF., DR. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH.,
MH. yang berkedudukan di KOTA SEMARANG.

KEDUA : Keputusan inl herlaku se]ak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata d[kemudlan hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ml maka akan diadakan perbaikan

F D_i_tetapkan di Jakarta,
i,\-.___Tg{hggaI 19 Mel 2015,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
., 7 REPUBLIK INDONESIA

PIE, DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3506042.AH.01.11.TAHUN 2015
TANGGAL 19 Mei 2015

(2]
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Mormor @ AHU-AH.01.03-0932736 Kepada Yth.
Notaris PROF, DR, LILIANA

LApiran ; , TEDJOSAPUTRO, SH., MH.,

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan JALAN D.I. PANJAITAN
Perubahan Anggaran Dasar NOMOR. : 22-24 SEMARANG
PT INDUSTRI JAMU DAN KOTA SEMARANG

FARMASI 51DO MUNCUL Tbk

Sesual dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan
di dalam sistem Administrasi Badan Hukum, Eg}(;lasarkan Akta
Notaris Nomor 53, tanggal 13 Mei 2015 yang-dibuat oleh Notaris
PROF. DR. LILI.ﬂ.Nﬁ TEDJOSAPUTRO, SH., MH., berkedudukan di
KOTA SEMARANG, beserta dokumen pendukungnva yang diterima
tanggal 19 Mel 2015, mengenal pEruE‘ﬁh‘ﬁm Pasal 4 Ayat 6,
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15y Pasal 17, Pasal 18,
Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI
SIDO MUNCUL Tbk berkedudukan di, KOTA SEMARANG, telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagalmana dimaksud diatas mulai
berlaku sejak tanggal diterbitkan. surat pemberitahuan ini,

Diterbitkan di Jakarta,

Tanggal 19 Mei 2015,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR” JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3506042.AH.01.11. TAHUN 2015
TANGGAL 19 Mej 2015
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PERMYATAAN KEPUTUSAMN RAPAT
Nomor: 53.

Pada harl ini, Rabu, tanggal 13-05-2015 (tiga belas Mei dua ribu
lima belas).

Pukul 11.40 W.L.B (sebelas lebih empat puluh menit Waktu
Indonesia bagian Barat),

Menghadap kepada saya, Profesor Doktor Lillana Tedjosaputro,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di™~ Semarang, dengan
dihadirl oleh sakm saksi yang saya, Notaris kenal dannama- -namanya
akan disebutkan pada bagian akhir akta mj

I. Tuan Irwan Hidayat, lahir di ‘r’ugyakarta, pﬂda tanggal 23-04-
1947 (dua puluh tiga April seribu semhﬂﬂn ratus empat puluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, WIFBSWESta, pemegang MNomor
Induk Kependudukan : 31?4131’513!344?{1[][}1 bertempat tinggal
di Jakarta Selatan, jalan H Zaini. 150, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 007, Kelurahau Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak,
untuk sementara berada di’ Samarang,

1. Tuan David Hidayat, lahir di Semarang, pada tanggal 24-08-
1955 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus lima
puluh lima), Warga Negara Indonesia, swasta, pemegang Nomor
Induk Kependudukan : 33?4082408550002 bertempat tinggal
di Semarang, jalan;Argopuro nomor : 12, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 008, Kelurahan Lempnngsan Kecamatan Gajah
Munghkur;
menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan

mereka masing-masing sebagal Direktur Utama dan Direktur yang

mewakili Direks/“untuk melaksanakan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan PT. Industri Jamu Dan

Farmas| Sido Muncul Tbk, berkedudukan di Semaranag,

yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah

disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomaor @ 40 Tahun

2007 berdasarkan akta tertanggal 30-08-2007 (tiga puluh Agustus

dua ribu tujuh) nomor : 45, dibuat di hadapan Subiyanto Putro,
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Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang,

pengubahan mana telah dimuat dalam Berita MNegara Republik

Indonesia tertanggal 16-05-2008 (enam belas Mei dua ribu delapan)

nomor : 40 Tambahan nomor : 6449/2008, kemudian diubah

dengan akta-akta :

- tertanggal 26-04-2010 (dua puluh enam April dua ribu sepuluh)
nomor : 40, dibuat pula oleh Sublyanto Putrg, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang, pengubahan mana
telah dimuat dalam Berita Negara Republik’ Tndcﬁnesla tertanggal
06-05-2011 (enam Mei dua ribu sebelas) numuru. 36 Tambahan
nomor : 12018/2011;

- tertanggal 19-12-2012 {sembilan heIanhEsEmher dua ribu dua
belas) nomor : 114, dibuat di hadapan say‘a Notaris, pengubahan
mana telah diterima dan dicatat- -di dalam Database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementérian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia 'tanggal 21-01-2013 (dua puluhb
satu Januari dua ribu tiga heias} nomor ;: AHU-AH.01.10-01169;

- tertanggal 27-12-2012 [dua putuh tujuh Desember dua ribu dua
belas) nomor : 60, dibuat di hadapan Dewikusuma, Notaris di
Semarang, pengubahan mana telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi.Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Kepufnsannva tertanggal 04-02-2013 (empat
Pebruari dua ribu tiga belas} nomor : AHU-04129.AH.01.02.Tahun
2013; )

- tertanggal 11-06- 21313 (sebelas Juni dua ribu tiga belas)
nomor : 53, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum,
Notaris di }'Ekarta', pengubahan mana telah diterima dan dicatat
di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Suratnya tertanggal 16-07-2013 (enam belas
Juli dua ribu tiga belas) nomor ;: AHU-AH.01.10-29127;

- tertanggal 18-09-2013 (delapan belas September dua ribu tiga
belas) nomor : 33, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, pengubahan mana telah dimuat dalam
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Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 27-09-2013 (dua
puluh tujuh September dua ribu tiga belas) nomor : 78, Tambahan
nomor : 122773/2013,

- tertanggal 20-01-2014 (dua puluh Januarl dua ribu empat belas)

nomor : 16, dibuat pula dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, pengubahan mana telah dimuat dalam Berita
Megara Republik Indonesia tertanggal 27-06:2014 (dua puluh
tujub Juni dua ribu empat belas) nomor ; E}J Témhahan nomor ;
5245/L/2014; <
Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komlsarrs terakhir diubah
dengan akta tertanggal 18-09-2013 (delapan belas September
dua ribu tiga belas) nomor : 33, dibua i’ hadapan Fathiah
Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarfa pengubahan mana
telah diterima dan dicatat dalam. Slstem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dangHak. Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana tﬂrnva‘ta_dalam Suratnya tertanggal
09-10-2013 (sembilan Okteber dua ribu tiga belas) nomor :
AHU-AH.01.10-41201 serta ‘akta tertanggal 13-08-2014 (tiga
belas Agustus dua ribu empat belas) nomor : 12, dibuat di
hadapan Fathiah Helmi, Sar]ana Hukum, Motaris di Jakarta,
pengubahan mana teiﬁh dltg“rlma dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan HukUm Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya
tertanggal 13-08-2019" (tiga belas Agustus dua ribu empat
belas) nomor : AHU-24007.40.22.2014;

untuk selanjotnya disebut "Perseroan”;

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :

A. bahwa pada hari Rabu, tanggal 13-05-2015 (tiga belas Mei
dua ribu lima belas) pukul 11.25 W.1.B (sebelas lebih dua puluh lima
menit Waktu Indonesia bagian Barat) sampal pukul 11.38 W.L.B
{sebelas lebih tiga puluh delapan menit Waktu Indonesia bagian
Barat) di Pabrik Perseroan, jalan Soekarno Hatta Km.28, Kecamatan

=
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Bergas-Klepu, Kabupaten Semarang, para pemegang saham, Direksi
dan Komisaris Perserpan Terbatas PT. Industri Jamu Dan Farmasi
Sido Muncul Tbk berkedudukan di Semarang, telah mengadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

B. Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa tersebut termaktub di dalam akta saya, Notaris, tertanggal
13-05-2015 (tiga belas Mel dua ribu lima belas) nomor : 52;

C. Bahwa dalam rapat tersebut para penghadap telah diberi
kuasa untuk menyatakan sebagian dari hasil \keputuaan tersebut
dalam suatu akta Notaris tersendiri;

D, Bahwa dalam rapat tersebut antara, ain_ tEEah diputuskan :

Menyetujui Perubahan Angaaran Dasar Pers,ernan untuk disesuaikan
dengan Peraturan-peraturan Otgritas Jasa Keuangan dan
menambahkan jenis produksi pada keg:atan usaha perseroan yang
materi lengkap perubahannya telah’ diﬁagikan kepada para pemegang
saham sebelum rapat Ini dlmulal -

Selanjutnya para penghadap h‘erbﬂdak seperti tersebut di atas dengan
ini menyatakan sebagian dari hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Industd Jamu Dan Farmasi
Sido Muncul Thk, I:rerkeduif.lukan di Semarang, sebagai berikut :

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan
dengan Peraturan- peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
menambahkan jenis praduksi pada kegiatan usaha perseroan yang
materi lengkap perubahannya telah dibagikan kepada para pemegang
saham sebelum.rapat 'ini dimulai sehingga selanjutnya berbunyi
sebagal berikut. 4

Nama~ dan tempat kedudukan

Pasal 1

1, Perserpan ini bernama PT Industri Jamu Da-n
Farmasi Sldo Muncul Thbk, berkedudukan di Kota
Semarang (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
dengan “Persergan”).
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2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di
tempat lain, balk di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

lJangka waktu berdirinya perseroan
Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan
dimulai sebagai badan hukum perseroan terbatas sajak tanggal 18-03-

1975 (delapan belas Maret seribu sembilan ratus. fu;uh puluh lima);
Maksud dan tujuan serta keglatan usaha
Pasal 3 gy
\

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan inilalah berusaha dalam
bidang penndustrlanjamu dan farmast, pardagangan, pengangkutan
darat, jasa dan pertanian, ;

2, Untuk mencapai maksud dan tUJuan tersebut diatas Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan' ‘bsaha sebagal berikut :

A.Kegiatan usaha utama sebagai berikut :

a. menjalankan usaha di bidang perindustrian yang meliputi usaha
obat-obatan {Farrnas]] termasuk alkohol (Etanol dan Bio Etanol),
jamu, bahan jamu, kusmetlka minuman dan makanan yang
berkaitan dengan kesehatan serta alat-alat elektronik Yang
berhubungan dEﬂgan Jkesehatan;

b. menjalankan usahia di bidang perdagangan termasuk dagang
import eksport, interinsulair, keagenan, leveransir, grossir,
pengadﬁan {supplier) dan dlﬁtnbutur obat-obatan (farmasi),
jamu, bahan jamu, kosmetika, minuman dan makanan yang
berkaitan dengan kesehatan serta alat-alat elektronik yang
berhubungan dengan kesehatan, balk untuk perseroan sendiri
maupun atas dasar komisi untuk dan atas nama pihak lain;

¢. menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat yang meliputi
ekspedisi dan pergudangan serta transportasi pengangkutan
dalam rangka menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan
tersebut diatas;

9
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d. menjalankan usaha di bidang jasa pelayanan kebugaran dengan
menggunakan alat-alat elektronik yang berhubungan dengan
kesehatan dan jasa untuk pelayanan kesehatan, kecuali jasa
dalam bidang hukum dan pajak;

e. menjalankan kegiatan di bidang pertanian yang meliputi
konservasi tanaman obat dan satwa untuk dipergunakan sebagai
obyek penelitian bahan-bahan jamu dan kosmetika serta
menyediakan sarana kunjungan di lingkungan konservasi tanaman
obat dan satwa semuanya itu guna menunjang -usaha-usaha
industri jamu dan farmasi tersebut di al:aS"\

B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung keglafan usaha utama

Perseroan adalah : o

a. menjalankan usaha di bidang pengolahgin flmbah

b. menjalankan usaha di bidang Pchehunan

c. menjalankan usaha di bidangsPercetakan;

d. menjalankan usaha di b:daﬂg\‘l{unsuitam jamu.

Modal
Pasal 4

1. Modal dasar Per‘seruan inlysebesar Rp.5.000,000.000.000,00
(lima triliun rupiah) terbagls atas 50.000.000.000 (lima puluh mlllar}
saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.100,00
(seratus rupiah). EEgy

2, Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil
bagian serta t;lah disetor penuh sebanyak 15.000.000.000 (lima
belas miliar) saham.dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.1.500.000:000. 000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah)
telah disetor pendh nleh para pemegang saham yang rinclannya
serta nilal nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.

3. 100% (seratus prosen) dari modal ditempatkan tersebut, yaitu
Rp.1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) dengan
rincian sebagal berikut :
a.Sebesar Rp.1.350.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima

puluh miliar rupiah) yang rinciannya sebagaimana dimuat dalam

i
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akta Nomor : 23 tertanggal 21-03-2013 (dua puluh satu Maret
dua ribu tiga belas) yang penerimaan pemberitahuan dibuat dihadapan
Dewikusuma, Sarjana Hukum, MNotarls di Semarang yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 28-03-2013 (dua puluh
delapan Maret dua ribu tiga belas) Nomor : AHU-AH.01.10-11347;

b. Sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)
dengan uang tunai merupakan hasil Penawaran Umum Saham.

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan® ‘dalam “bentuk uang
atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham““daiam bentuk lain
selain uang baik berupa benda berwuju maupun tidak berwujud
wajib memenuhl ketentuan sebagai beriku y

a)benda yang akan dijadikan setoran h’mda[ dimaksud wajib
diumumkan kepada publik pada saat pemanggﬂan Rapat Umum
Pemegang Saham ("RUPS") mengenai.penyetoran tersebut;

bibenda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilal oleh
Penilal yang terdaftar di Otgritas Jasa Keuangan (dahulu Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya
Otoritas Jasa Keuangan disebut "0JK") dan tidak dijaminkan
dengan cara apapun juga

c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana
diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar inl.

d) dalam hal benda yang, duadlkan sebagal setoran modal dilakukan
dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek,
maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.

e}dalam hal penyeturan tersebut berasal dari laba ditahan, agio
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri,
maka laba ditahan, agio saham laba bersih Persercan, dan/atau
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah d'rmuatdalarn Laporan
Keuangan Tahunan terakhir yvang telah diperiksa oleh Akuntan
yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian,

f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran
Umum, harus diputuskan mengenal jumlah maksimal saham
yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa

(B
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kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah
saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
(selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan
syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah
nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan_mengindahkan
ketentuan dalam Anggaran Dasar Ini dan pﬂraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, serta perathran Bursa Efek di
tempat di mana saham saham Persernan dicatatkan.

6. Setiap penambahan modal melalui pnngeluaran Efek Bersifat
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, "\Efek yang dapat ditukar
dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh
saham dari Persercan selaku ;:enerbjtj, dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a ) Setiap penambahan modal melalui penge!uaran Efek Bersifat Ekuitas
yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib
dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya
terdaftar dalam daftar'pemegdang saham Perseroan pada tanggal
yang ditentukan RUPS yang.menyetujul pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang
telah terdaftar dalam.daftar pemegang saham Perseroan atas
nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

b)Pengeluaran, Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD
kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran
saham dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal
yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

¢) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka
waktu sebagaimana ditetapkan’ dalam Peraturan Nomor IX.D.1
Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,

d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan
tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada
semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat
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Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumiah Efek Bersifat Ekuitas
yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut
wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang
dilaksanakan oleh masing masing pemegang saham yang memesan
tarmbahan Efek Bersifat Ekuitas.

e)Dalam hal maslh terdapat sisa Efek Bersifat Ekultas yang tidak
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga,
Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dlalnkaérkan kepada Pihak
tertentu yang bertindak sebagal pembeli siagd’ dengan harga
dan syarat-syarat yang sama. o

f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam pqrtepel untuk pemegang
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau'Efek yang mengandung
hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan cleh Direksi
berdasarkan RUPS Perseroan terdahum yang telah menyetujul
pengeluaran Efek tersebut. :

g) Penambahan modal dlﬁetqr_menjadi efektif setelah terjadinya
penyetoran dan saham yang- diterbitkan mempunyai hak-hak
yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang
sama yang diterbitkanioleh Perseroan, dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada
Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusia.

7. Penambahan Medal Dasar Persercan;
a)Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS.

Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar
harus disetUjui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan
dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh ima perseratus)

dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :

b. 1. telah mempercleh persetujuan RUPS untuk menambah modal
dasar;

b. 2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
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b. 3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal
dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia.

b. 4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi
sepenuhnya, maka Persercan harus mengubah kemball
Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasardan-modal disetor
memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerSercan Terbatas
dan perubahan/penggantinya {selanj_utw; disebut "UUPT"),
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, setelah jangka waktu
dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;

b. 5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat 7 b,1 Anggaran DasaF'ini termasuk juga persetujuan
untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat 7,b.4 Anggaran Dasar ini.

c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang
mengakibatkan besarfya modal disetor menjadi paling kurang
25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyal
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh
Perseroan, dengap tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
mengurus persetujuan ‘Perubahan Anggaran Dasar ini darl Menterl
Hukum dan Hak ﬁsaSI Manusia Republik Indonesia dan/atau
penggdantinya-atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut,

8. Perseroan dapﬂt membeli kembali saham-saham yang telah
dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

Saham

Pasal 5
1. Saham-saham Perserpan adalah saham-saham atas nama,
sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
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2. Perseroan hanya mengakui secrang atau 1 {satu) badan hukum
sebagai pemilik dari 1 (satu) saham;
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik
beberapa -orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk
secara tertulis secrang diantara mereka atau orang lain sebagai
wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan
dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus, dianggap pemegang
yang sah dari saham bersangkutan dan berhak-untuk menjalankan
dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yanag timbul
atas saham-saham tersebut. —

5. Setiap pemegang saham harus tu du“lt"kepada Anggaran
Dasar Ini dan kepada semua keputusan -keputusan yang diambil
dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

6. Seluruh saham yang d:keluarkan n!eh Perseroan dapat dijaminkan
dengan menglikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pemberian jaminan saham, peraturap perundang-undangan di bidang
Pasar Modal, dan UUPT.

7. Bukti Kepemilikan Eaham ‘sebagal berikut

a. Dalam hal saham Perseroan’tidak masuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyelesaian dan Penylmpanan, maka Perseroan
wajib memberikan, buktl pemilikan saham berupa surat saham
atau surat kolektif 'saham kepada pemegang sahamnya.

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulls kepada Lembaga
Penyelesalan dan Penyimpanan sebagal tanda bukti pencatatan
dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

8. Untuk saham-saham Persercan yang tercatat pada Bursa Efek
berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut
dicatatkan.
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Surat saham
Pasal &6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolekHf saham
yang memberi bukti pemilikan dari 2 {dua) saham atau lebih yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham.

2, Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat saham; o
¢. Nilai nominal saham; v
d.Tanggal pengeluaran surat saham; -

3. Pada surat kolektif saham sekurﬁﬁg-kurangn‘fa harus

dicantumkan : \._
a.Nama dan alamat pemegang saham; i
b. Nomor surat kolektif saham; _:.ﬁ'_' s

¢, Nomor surat saham dan Jumrah sauam
d. Nilai nominal saham; A
e. Tanggal pengeFuaran surat kof&ktlf saham;

4. Setiap surat saham dan,"atau surat kolektif saham dan/atau
obligasi konversi dan/atab,waran dan/atau efek lainnya yang dapat
dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan
harus dibubuhi tanggal pengefuaran serta memuat tandatangan dari
Direksi bersama-sama.dengan seorang anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut
dapat dicetak langsung-pada surat saham dan/atau surat kolektif
saham dan,u"atau gbligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek
lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang heriaku di bidang Pasar Modal,

Surat saham pengganti
Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak :
a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut
dapat dilakukan jlka :

Lo
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1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham
adalah pemilik surat saham tersebut; dan
2) Persercan telah menerima surat saham yang rusak;

b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut
setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya
sama dengan nomor surat saham yang asli.

2, Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat Saham tersebut
dapat dilakukan jika :

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantlan saham adalah
pemilik surat saham tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dukumen‘peiapvfﬁn dari Kepolisian
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggaritian saham memberikan
jaminan yang dipandang cukup olefi-Direksi Persercan; dan

d.rencana pengeluaran pengganti-surat saham yang hilang telah
diumumkan di Bursa Efek di mana-saham Perseroan dicatatkan
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender
sebelum pengeluaran penggantissurat saham.

3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ltu
ditanggung oleh Pemegang, Saham yang berkepentingan.

4, ketentuan-ketentuan l:er“sebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini
juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham
atau Efek Bersifat Ekmt&s

Pe-_nltlpan kolektif
Pasal 8

1. Ketentuan mengenal Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya
memuat hal-hal sebagai berikut ;

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham
Persergan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.
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. saham dalam Penitipan Kolektlf pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;

. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
merupakan bagian darl Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk.dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan atas nama._ Bank Kustodian untuk
kepentingan pemilik Unit Penyertaan daiﬁiﬁ(sa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif tersebut;

. Perseroan wajib menerbitkan seftifikat atau konfirmasi kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyélesalan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas atau Bank Kustpdian sebagaimana dimaksud
dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam
buku Daftar Pemegang SahampPerseroan;

. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Persercan
menjadi atas namaPihakyang ditunjuk cleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian "a_t".'au‘ Bank Kustodlan dimaksud;
Permohonan-mutasl” disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penvelesa‘ran atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau
Biro Mmmlﬁtrasl Efek yang ditunjuk Persercan;

Lembaga Penwmpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang
rekening sebagai tanda buktl pencatatan dalam rekening Efek:
. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi
yang sama yang diterbitkan Persercan adalah sepadan dan
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
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. Persercan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan

Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuall
Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bulkti
dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-
benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-
benar hilang atau musnah;

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam
sita berdasarkan penetapan pengadilan. atau disita untuk
pemeriksaan perkara pidana;

Pemegang rekening Efek yang Efeknya_ tercatat dalam Penitipan
Kolektif berhak hadir dan/atau mengelus T‘ﬁan suara dalam RUPS
sesuai dengan jumlah saham yang dlmihkmva pada rekening tersebut,

. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek Wajlb menyampaikan daftar

rekening Efek beserta jumlah saham Persercan yang dimillki
oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, untuk seiahﬁﬂggya diserahkan kepada Perserpan
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;

Manajer Investas| berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam
RUPS atas saham Perserean yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari
portofolioc Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
dan tidak I:Ermaﬁuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank
Kustodian tersehutwa][b menyampaikan nama Manajer Investasi
tersebut képada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum panggilan RUPS;

. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-

hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan dan
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan tersebut
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada
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Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek tersebut;

n. Perseroan wajlb menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang
merupakan bagian dari Portofolic Efek Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk“dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Péﬂ}iéléﬁaian; dan

o, batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya
sehubungan dengan pemilikan saham ‘@alamrPenitipan Kolektif
ditentukan cleh RUPS dengan ketentuanbahwa Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki
oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada
tanggal yang menjadi dasarjpenentuan pemegang saham yang
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Persercan paling
lambat 1 (satu) hariskerja s;etelah tanggal yang menjadi dasar
penentuan pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai-Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan
perundang-undangandi bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa
Efek di wilayah.Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan.

'Da_.ftar pemegang saham
dan daftar khusus
Pasal 9

1. Direksl berkewajiban untuk mengadakan, menvimpan dan
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat
kedudukan Perseroan.
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2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat !

a.nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesalan atau plhak lain yang ditunjuk
oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian;

b, jumlah, nomar dan tanggal perclehan saham vyang dimiliki para
pemegang saham;

t. jumlah yang disetor atas setiap saham; . =

2

d. nama dan alamat darl crang atau badan huTcﬁm__yang mempunyai
hak gadai atas saham atau sebagal penerima Jaminan fidusia
saham dan tanggal perolehan hak gadai,tersebut atau tanggal
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; oy, J

e, keterangan penyetoran saham dqj,gm bentuk lain selain vang;
f. keterahgan lainnya yang diangg_a_p.,l]:tgr!u oleh Direksi;

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan
saham anggota Direksl dan Dewan Komiisaris beserta keluarganya

dalam Perseroan dan/atau padﬁ-’{p;rseman lain serta tanggal saham
itu diperoleh. A

Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar
Pemegang Saham dan D'a'l"_tg:r l{]ﬁus.us sebaik baiknya.

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap
perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda
penerimaan kepada Direksi.

Selama pemberitahuan tu belum-dilakukan, maka semua surat-
surat, panggilar’dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah
sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus di kantor Perseroan.
Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta

agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya
pada waktu jam kerja Perseroan,
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6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk
melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang
saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu)
saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dar
1 (satu) orang tidak diperkenankan.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5-ayat 4 Anggaran
Dasar Ini, Perseroan berhak memperlakukan pemégang saham yang
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Sahan Perﬁeruan sebagai
satu-satunya pemegang yang sah atas saham (salam) tersebut,

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk “dangmemberi wewenang
kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksandkan pencatatan saham
dalam Daftar Pemegang Saham dan.Daftar Khusus.

Setiap pendaftaran atau pancatatém dalam Daftar Pemegang
Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-
tanganan, pengagunan, gadai atau]am!nan fidusia, yang menyangkut
saham-saham Persercan atau hak—hak atau kepentingan-kepentingan
atas saham-saham harus di Iakukan_,ﬁtasuai dengan Anggaran Dasar
Ini dan peraturan perundang-undaﬂ'gan di bidang Pasar Modal,

Pernlndahan hak atas saham
Pasal 10

1. a. Kecuali ditentUkanlain dalam peraturan perundang-undangan
khususnya peraturan 4| bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar
Perseroan Ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan
suatu dokumen.y@ng ditandatangani oleh atau atas nama Pihak
yang memindafikan hak dan cleh atau atas nama Pihak yang menerima
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan, Dokumen pemindahan
hak atas saham harus berbentuk sebagaimana dltentukan atau
disetujul cleh Direksi.

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitnpan
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu
kerekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
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Dokumen permindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksl dengan ketentuan,
bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat
pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku
pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan,
dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saharm-saham Perseroan
dicatatkan,

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang'bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Ini atau tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa
persetujuan darl pihak yang herwenangdika ‘isyaratkan, tidak
berlaku terhadap Perseroan.

3. Direksl atas kebijaksanaan memka sendiri dan dengan
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan
pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

4, Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak
atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan
kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kalendér setelahtanggal permohonan untuk pendaftaran
itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.di bidang Pasar Medal dan peraturan Bursa Efek
di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik
asalnya yang/ terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap
tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik
baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal
tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan,

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena
kematian segrang pemegang saham atau karena sebab lain yang
mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum,
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dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana
sewaktu-waktu dapat disyaratkan cleh Direksi, mengajukan
permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagal pemegang saham
dari saham tersebut.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima
baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham vyang
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhjpe p\ha'tumn perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuah-ketentuan Bursa
Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan,

.
Rapat umum pemegang /Saham
Pasal 11 Y
1. RUPS adalah : SRS

a.RUPS Tahunan; ™~
b. RUPS lainnya, yang dalam ﬁnggaran Dasar ini disebut RUPS Luar

Biasa, yang dapat diadakan séﬁap( waktu berdasarkan kebutuhan,

atau 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu

per sepuluh) atau lebih lari 5eluruh jumlah saham dengan hak suara
untuk membicarakan aT‘i emutuskan mata acara rapat, dengan
memperhatikan peraturan pemndang undangan termasuk peraturan

di bidang Pasar Madal serta Anggaran Dasar.

2. Istilah RUPS dq[am 'Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuall dengan tegas
ditentukan lajr." .

3. RUPS dafam rhata acara lain-lzin tidak berhak mengambil
keputusan,

4, RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.

5, RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan
paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang
bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan :
a, Laporan Tahunan sebagalmana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3

Anggaran Dasar inl.
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b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyal
saldo laba yang positif;

t. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat Ini,

RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut

dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

6. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Ia_hﬂ_.lnan. berart]
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenubnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris-atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut ter{:ermlnhﬂ lam laporan tahunan
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dantindakan pidana lainnya.

7. Dalam Acara RUPS dapat juga dlmasukkan usul-usul yang
diajukan oleh ;

a. Dewan Komisaris dan/atau senrang atau lebih Pemegang Saham
yang bersama-sama mewak|li paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)
dari jumlah seluruh saham v’éng 'I:Elah ditempatkan oleh Perseroan
dengan hak suara:

b.usul-usul yang bersangkutan_harus sudah diterima oleh Direksi
7 (tujuh) hari kalend'ér_ﬁeh}alum tanggal pangagilan RUPS.

Tempat, pengumuwman, pemanggilan dan
wa'lifj.'l._lf__penyfelenggaraan
rapat umum pemegang saham
‘.‘. Pasal 12

1. RUPS Wajlb'-:ﬂilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu
dapat diadakan di :

a. tempat kedudukan Perserpan atau,
b.tempat Persercan melakukan kegiatan usahanya yang utama;
atau

t. ibu kota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan
usaha utama Perseroan;
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d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan
dicatatkan.

2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
harl kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanagilan,
engan tata cara dan persyaratkan dalam peraturan perundang-
undangan dibidang pasar modal;

3. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat.21 (dua puluh
satu) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan

S

tanggal pemangailan dan tanggal RUPS. y

b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dEIakukap paling lambat 7 (tujuh)
hari kalender sebelum RUPS kedua dilakUkan dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai
informasi bahwa RUPS pertama teiah dlselenggarakan tetapi tidak
mencapal kuorum,

Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangl peraturan Pasar modal
dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa
Efek di tempat di mana saham saham Perseroan dicatatkan.

c. Dalam Pemanggilan RUPS waﬂb dicantumkan tanggal, waktu,
tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS,
mata acara rapat termasukhpén]eiasan atas setiap mata acara
rapat tersebut, dan pemberitahiian bahwa bahan yang akan dibicarakan
dalam RUPS tersedia.di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT sejak
tanggal dllakukannva pemangg:lan RUPS sampai dengan RUPS
diselenggarakan ketuatl diatur lain dalam peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.

d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari
kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari
RUPS pertama.

4, Tanpa mengurangl ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini,
Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Kaomisaris
menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang
iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
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Indonesia berperedaran secara nasional sebagaimana ditentukan
oleh Direksi, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam
bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing
yang digunakan paling kurang bahasa Inggris kecuall ditentukan lain
dalam peraturan perundang-undangan yanag berlaku termasuk peraturan
Pasar Modal,

5. Pengumuman dan Pemangagilan RUPS, untuk memutuskan hal-
hal yang berbenturan kepentingan, dllakukan dengan mengikutl
peraturan Pasar Modal. .

6. Pemegang saham dapat mengusulkan mata atera rapat secara
tertulis kepada Direksi paling lambat J,_{tu}uh} hari sebelum
pemangagilan RUPS, ‘\/ ¥

Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah
1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per
dua puluh) atau lebih dari jumiahs seluruh saham dengan hak suara
yang sah.

Usulan mata acara rapat sehagalmana tersebut dalam ayat Ini,
harus diajukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan
Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat
dan tidak bertentangan. dgngan peraturan perundang-undangan,

Pimpinan dan berita acara
rapat"-gm:um pemegang saham
\ Pasal 13

1, RUPS dllpimpfn nleh seorang anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris,

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan,
maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS
yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
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2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris mempunyal benturan kepentingan atas hal yang akan
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan, maka RUPS dipimpin cleh salah satu Direktur yang
ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu Direktur yang dltUI'erik\-Dleh D|rek5| untuk
memimpin RUPS mempunyal benturan kepentmga‘n atas hal yang
akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPErdlplmpIn oleh anggota
Direksi yang tidak mempunyal benturan kepbnt naan.

Apabila semua anggota Direksi mempurv,ral ‘benturan kepentingan,
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen
yang ditunjuk oleh pemegang saﬁam lainnya yang hadir dalam
RUPS,

3. Pimpinan RUPS berhak™ marnmta agar mereka yang hadir
membuktikan wewenangnya untuﬁt ‘hadir dalam RUPS tersebut,

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS
dibuat Berita Acara Rapat, yang dntuk pengesahannya ditandatangani
oleh Pimpinan RUPS dan segrang pemegang saham atau kuasa
pemegang saham ‘rang ditun]uk oleh dan dari mereka yang hadir
dalam RUPS. \

Berita Acara Rapat'-,tersebut menjadi bukti yang sah terhadap
semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan
segala sesuatusyang terjadi dalam RUPS.

5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak
disyaratkan apabila Berita Acara itu dibuat dalam bentuk akta
notaris.

6. Berita Acara yang dibuat sesual dengan ketentuan ketentuan
dalam ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk
semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan
segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
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Kuorum, hak suara dan keputusan
dalam rapat umum pemegang saham
Pasal 14

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum
kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan
dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekultas dilakukan
dengan mengikutl ketentuan :

a, dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) baglandan jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS
adalah sah jika disetujul oleh lebih dariyl/2 (satu perdua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara véng “hadir dalam RUPS;

b, dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud,dalam huruf a di atas
tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang menglikat apabila dalam RUPS paling
sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian-dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakill dan keputusan RUPS
adalah sah jika disetujui oleh.lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini
dan peraturan perundang uﬁdangan yang berlaku,

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk
mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan
RUPS ditetapkan oleh OJK.

2. RUPS U[ituk perubahan anggaran dasar Perseroan dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujul oleh
leblh dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a
di atas tidak tercapal, maka RUPS kedua dapat mengambil
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keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalar?
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
selurub saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah
suara untuk mengambil keputusan, pemanggitan, dan wakty
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.™
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta

notaris dan dalam bahasa Indonesia. .

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Petsgrdan atau menjadikan
jaminan utang kekayaan Perseroan yang® erupakan lebih dari
50% (lima puluh perseratus) jumla'lm.}geka aan bersih Perseroan
dalam satu transaksi atau lebih, baikwyang-berkaitan satu sama lain
maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,
pengajuan permohonan agap. Perseroan dinyatakan pailit, dan
pembubaran, dilakukan dengan Ketentuan sebagai berikut :

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan'keputusan adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a
di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil
keputusan yang.sah apabila dihadiri oleh pemegang sahar:j yang
mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah
seluruh sahani"dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka
atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk
mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan
RUPS ditetapkan oleh QIK.

PERSERCOAN TERBATAS IT0TE

4. RUPS untuk menyetujul transaksi yang mempunyai benturan
kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan diangaap
telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang
disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyal
benturan kepentingan,

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah.seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimilikl ulglj"ﬁéh’?egang saham
independen dan keputusan adalah sah jika disetbjui oleh pemegang
saham independen yang mewakill lebih darl 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah seluruh saham denganshak suara yang sah
yang dimiliki oleh pemegang saham Independen;

c. dalam hal kuorum sebagaimana ditnaksud'dalam huruf b di atas
tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila
dihadiri oleh pemegang saham indépenden yang mewakili lebih
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki cleh pemegang saham independen
dan disetujui oleh lebih dari“1/2 (satu perdua) baglan dari
jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen
yang hadir dalam RURS; dan,

d. dalam hal kuorum kehéﬁlmr‘f RUPS Kedua tidak tercapai, maka
atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara
untuk mengambil, keputusan, pemanggilan, dan waktu
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh QJK atau penggantinya.

5. Yang berhak hadir'dalam RUPS adalah pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebeltim tahggal Pemanagilan RUPS dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain
atau pihak-ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara,
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8, Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

9, Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang
bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham..

10, Pemungutan suara dilakukan secara Lig.gﬁ-;.'hg_cuall apabila
Pimpinan Rapat menentukan lain. \

11. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dan dengan memenuhi kﬂgﬂ;%%n dalam Anggaran
Dasar inl. Vi

12. RUPS dapat diselenggarakan tanpa Pengumuman dan Panggilal_n
Rapat dengan ketentuan semua pelrr_a_e__g_gn_ab.saham depganlhgk suara
hadir atau diwakili dalam RUPS dan kﬂj_ii.ll:usan RUPS disetujui dengan
suara bulat. _

13, Pemegang saham dapat jiiga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan RUPS, dengan Ketentuan semua Pemegang Saham
telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham
memberikan persetujuan"’ﬁlgqgeln'ai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetifjuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputUsan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Direksli
Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi,
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri
dari : .
1 (satu) orang Direktur Utama,
- 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih; dengan memperhatikan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
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3. Yang dapat diangkat sebagal anggota Direksi adalah orang
perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah ;
a.dinyatakan pallit;

b. menjadl anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan
paillt; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang,merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikutiketentuan :

a. UUPT; | e
b. peraturan perundang-undangan di bidaﬁg:F‘éisar Modal; dan
c. peraturan perundang-undangan yang terkalt dengan kegiatan

usaha Perseroan. p—

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal
ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

6. Pengangkatan anggota Direksiyang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal inl batal karena hukum
sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui
tidak terpenuhinya persyaratan’ tersebut.

Dalam jangka waktu palingv"'igmhat 7 (tujuh) hari kalender terhitung
sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus
mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan
dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar dan memberitahukannya
kepada Menteri"Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau
penggantinya untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.

7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS,
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam
RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya
RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka),
kecuall apabila ditentukan lain dalam RUPS,

8. Anggota Direks| setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat
kembali sesuai dengan keputusan RUPS,
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9, a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-
waktu dengan menyebutkan alasannya.

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang hgrsangkutan
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang
antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau
karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

¢. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tgrsét_;_q[;_diambil setelah
yang bersangkutan diberi kesempatan membela"é‘dlr'f-datam RUPS,

d, Pemberian kesempatan untuk membela dirl tersebut tidak
diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas
pemberhentian tersebut. f{:j_;lij.--

e. Pemberhentian anggota Direksi berlakl/sejak ditutupnya RUPS
sebagaimana dimaksud dalam butir asayat ini'atau tanggal lain yang
ditetapkan dalam keputusan RUPS.

10. a. Seorang anggota Direksi-berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukany secara tertulis mengenal
maksudnya tersebut kepada Perseroan.

b, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Direxsl yang bersangkutan
dalam jangka waktu palidgdambat 90 (sembilan puluh) hari kalender
setelah diterimanya surat pengunduran diri.

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam
jangka waktu sebagalmana dimaksud dalam butir b ayat ini, maka
dengan lampaunya kurdn waktu tersebut, pengunduran diri anggota
Direksi menjadi.sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan
memperhatikan butir g ayat ini.

d. Sebelum pengunduran dirl berlaky efektif, anggota Direksi
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya
sebagai anggota Direksl sejak pengangkatan yang bersangkutan
hingga tanagal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
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f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan
dirl diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan dirl sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurana dari 2 (dua)
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan
oleh RUPS dan telah dianakat anggota Direksi yang baru, sehingga
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

11. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk
sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir
a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang
bersangkutan. \.:-' :::‘;f;;v

c. Anggota Direksi yang diberhentikan séi[jentara tersebut tidak
berwenang melakukan tugas sebagairfiana dimaksud dalam Anggaran
Dasar Ini. o ——:%

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
kalender setelah tanggal gpemberhentian sementara harus
diselenggarakan RUPS. i 9

e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d, anggota
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri
dalam RUPS apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara
tersebut hadir dalam RUPS.

f. RUPS mencabut.atau menguatkan keputusan pemberhentian
sementara tersebut.’ /

g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian
sementara, maka.anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan
untuk seterusnya, |

h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut
tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan
sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk
membela dirinya dalam RUPS, dengan demlikian anggota Direksi
yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS,

i. Dalam jangka waktu 20 (sembilan puluh) harl kalender setelah
tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
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butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat

mengambll keputusan, maka pemberhentian sementara anggota

Direksi tersebut menjadi batal.

12. RUPS dapat :

- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota
Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau

- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan. seorang anggota
Direksi yang mengundurkan diri darl jabatannya;, atau

- mengangkat seseorang sebagal anggota DIi‘EL(EI untuk mengisi
suatu lowongan, atau

- menambah jumlah anggota Direksi bamug.

- Masa jabatan seseorang yang diangkat untt ‘menggantikan anggota
Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan
diri atau untuk mengisi lowongan adaiah untuk sisa masa jabatan
dari Direktur yang dibementikahfdlgaﬁtikan tersebut dan masa
jabatan dari penambahan anggntakmrekst baru tersebut adalah
untuk sisa masa jabatan dafi.Direksi yang masih menjabat pada
masa itu, kecuali apabila ditentiskan lain dalam RUPS,

13. Masa jabatan anggota Direksl dengan sendirinya berakhir,
apabila anggota Direksi. d:ersebut
a. dinyatakan pallit atau dil:argh di bawah pengampuan berdasarkan

suatu putusan pengadilan; atau

b. tidak lagl memenuhl persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan perundang-undangan lainnya yang berlaku; atau

¢. meninggal dunia; atau

d. diberhentikan karena keputusan RUPS,

14, Gaji, uangijasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota
Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan
fungsi nominasi dan remunerasi.

15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksl lowong karena
sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang
dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini,
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maka selambat-lambatnya 20 (sembilan puluh) harl kalender setelah
lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk menagisi lowongan tersebut,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang Pasar Modal,

16. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa
penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya,
maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan
menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang
serta tanggung jawab yang sama sebagai Difektur Utama.

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan
dalam Pasal 19 ayat 5 Anggaran Dasar ini,

Tugas dan wewenang{-DIreks:
Pasal 15\_

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya
untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi ’virajlb dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Direksi mewakill PerSEruan secara sah dan secara langsung
baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
pihak lain dengan FE{I‘EEFUEIH serta menjalankan segala tindakan,
baik yang mengenal kEpengurwan maupun kepemilikan, akan tetapi
dengan pembatasan untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
termasuk mengambil uang Perseroan di bank) yang jumlahnya
melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat
Dewan Komisaris;

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan
lain baik di dalam maupun di luar negeri yang jumlahnya melebihi
batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan
Komisaris;
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¢. mengikat Perseroan sebagai penjamin;

d. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh hak atau
melepaskan hak atas aktiva tetap atau perusahaan milik Perseroan;
g, menjaminkan harta Perseroan;

Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan
tidak mengurangl ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
hak atau {b) menjadikan jaminan utang seluruh‘a;au sehagian besar
harta Perseroan vaitu dengan nilai sebesar lebihdari 50% (lima
puluh perseratus) dari jumlah kekayaa bersm Persercan dalam
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang ber caitan satu sama lain
maupun tidak dan transaksi sehagalmana dimaksud tersebut adalah
transaksi pengallhan kekayaan bersihPerseroan yang terjadi dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun bukuy sharus mendapat persetujuan
RUPS dengan syarat dan ketentuan® ‘sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

5. Perbuatan hukum untuk me’!akul-:an Transaksl Material, Transaksl
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam peratupan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal yang memerlukan’ pﬂ[_sgruwan dari RUPS Perseroan adalah
dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang,Pasar Modal;

6. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakill Perseroan.

7. Pembagianstugas dan weiwenang setiap anggota Direksi
ditetapkan oleh RUPS dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka
pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan
akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Persercan
mempunyal kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh
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Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Rapat Direks|
Pasal 17

1. Rapat Direksl dapat diadakan secara berkala dan setiap waktu
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih_anggota Direksi
atau atas permintaan tertulls dari Dewan Komlsans atau atas
permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham_ atau lebih yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih
dari jumlah seluruh saham yang telah dltempatkan oleh Perseroan
dengan hak suara yang sah dengan memperhatlkan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal,

2, Pemanggilan Rapat Direksi d1lakukan Dleh anggota Direksi
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6
Angoaran Dasar ini,

3. Pemanagilan untuk Rapat, Dmaks: wajib disampaikan dengan
sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampalkan kepada
setiap anggota Direksl paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum

Rapat diadakan, dengan t'Jdak memperhitungkan tanggal Pemangailan
dan tanggal Rapat. -

4, Pemanagilan tersebut harus mencantumkan mata acara Rapat,
tanggal, waktu danstempat Rapat.

Pemanggilan Rapat tersebut disertai dengan bahan yang akan
dibicarakan dalam rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat
dlselenggarakan

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat
lain- asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

Apabila semua anggota Direksl hadir atau diwakili, Pemanggilan
terleblh dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat
diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
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6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk
menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi
yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat mengetuai
Rapat Direksi.

7. Seorang anggota Direks dapat diwakili dalam Rapat Direksi
hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain bwﬂg,&éﬁgn surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak rengambil keputusan
yang menglkat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

9, Keputusan Rapat Direksi harus dlambi["lj‘g}ﬂ'_ﬁéarkan musyawarah
untuk mufakat. ‘\f

Dalam hal keputusan musyawarahﬁ“uqtuk mufakat tidak tercapai
maka keputusan diambil denganspemlrigutan suara berdasarkan
suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

10. Apabila suara yang tidak Setuju dan suara yang setuju sama
berimbang maka usul tersebut ditolak.

11, a. Setiap anggota\Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan, 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Direksi lainnya yang diwakilinya.

b. Setiap anggotdDireksi yang secara pribadi dengan cara apapun
baik secara langsung maypun secara tidak langsung mempunyal kepentingan
dalam suatu transaksi, ‘kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam
mana Perseroan menjadi salah satu harus menyatakan sifat kepentingan
dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk Ikut dalam pengambilan
suara mengenai halshal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak
tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

12. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang
hadir dalam Rapat atau yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan
kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seluruh
anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
yang bersangkutan dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
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Apabila berita acara dibuat oleh seorang notaris, tandatangan
tersebut tidak disyaratkan.

13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesual dengan ketentuan
ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan
keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan,
baik untuk para anggota Direksl maupun untuk pihak ketiga.

14, Direksi dapat juga mengambil keputusap-keputusan yang
sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dlreksi,\depgan ketentuan
bahwa semua anggota Direksi telah diberitahiikan secara tertulis
tentang usul-usul yang bersangkutan dan semla anggota Direksi
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebuba,.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan

yangksama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksl.

Dewan K'ﬁ'-m__lsar'rs
Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari ‘paling sedikit 2 (dua) orang,
yang terdiri dari : _ \

1 (satu) erang Knmié‘ﬁ'ﬁg_ﬂ;&ma;

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Modal. \ /

2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-
sendiri melainkan. berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau
berdasarkan p‘Enun'jj_.Jkan dari Dewan Komisaris,

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah
orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali
dalam waktu 5 (lima} tahun sebelum pengangkatannya pernah :
a. dinyatakan pailit;

b. menjadl anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan
pailit; atau
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¢. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4, Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib menagikutl
ketentuan !
a.UUpT,
b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan

c. peraturan perundang-undangan yang terkait: dengan kegiatan
usaha Perseroan.

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dlmaksud pada pasal
ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud da1a§\ “ayat 3 pasal ini batal
karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau
Direksi mengetahui tidak terpenuhirya_persyaratan tersebut.

Dalam jangka waktu paling lambat: (ttjuh) hari kalender terhitung
sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi
harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan dalam sekﬂrang kurangnya 1 {satu) Surat Kabar
harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasl Manusia Republik Indonesia atau penggantinya
untuk dicatat dalam Daﬁ:ar Perﬁeman

7. Para anggota Dewan ‘Komisaris diangkat dan diberhentikan
oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan
dalam RUPS dimana lan(mereka) diangkat dan berakhir pada saat
ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan
ia (mereka), kecuall apabila ditentukan lain dalam RUPS.

8. Anggotd Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir
dapat d:angkat kemhail sesual dengan keputusan RUPS,

9. a. RUPS dapatmemherhenttkan para anggota Dewan Komisaris
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan
Perseroan atau karena alasan yang dinilai tepat oleh RUPS.
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t. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri
dalam RUPS.

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak
diperlukan dalam hal yvang bersangkutan tidak berkeberatan atas
pemberhentian tersebut.

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak
ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butlr.a ayat ini atau
tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS,

10. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak-mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan.

b, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran dirl anggota Dewan Komisaris dalam jangka
waktu paling lambat 90 (sembilanspuluh) hari kalender setelah
diterimanya surat pengunduran diris-.

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini, maka
dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota
Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS,
dengan memperhatikan I-:el:entuan butir g ayat ini.

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan
tugas dan tanggung _iavmhnva sesual dengan Anggaran Dasar ini
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Terhadap anggota Dewan Komlisaris yang mengundurkan
dirl sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan
pertanggungjawabannya sebagal anggota Dewan Komisaris sejak
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya
pengunduran dirinya dalam RUPS;

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang
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dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan
Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah
anggota Dewan Komisaris.

11. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir
dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :

a. dinyatakan pallit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu putusan pengadilan; _

b.dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena
ketentuan dari suatu undang-undang atau perﬁtqran perundang-
undangan yang berlaku;

¢, meninggal dunia; atau - d

d. diberhentikan karena keputusan RUPS. \<

11. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan
Komisaris ditetapkan oleh RUPS. g

12. Bilamana jabatan seorang aﬁ‘ggg;a Dewan Komisaris lowong
sehingga mengakibatkan jumlahianggota ‘Dewan Komisaris kurang dari
2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka
RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan
puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk
mengisi lowongan tersahut"deggap-mempmhatlkan peraturan perundang-
undangan yang beriaku di bidang Pasar Modal,

13. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama
penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya,
maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk coleh
Rapat Dewan Komisarls akan menjalankan kewajiban Komisaris
Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama
sebagai Komisaris Utama.

Tugas dan wewenang Dewan Komlsaris
Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
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2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Persercan
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak
untuk mengetahul segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Bewan Komisaris.

4, Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana. dimaksud pada
ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib memhentﬁ Komite Audit,
Komite Nominasi dan Remunerasi, sertaukemite lainnya sesual
dengan persyaratan yang diatur ﬂalam":[aiaréturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal. ¥

Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka
fungsi nominasl dan remunerasi ¥ang diatur dalam Peraturan OJK
wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

5. Apabila seluruh anggota‘Direksi diberhentikan sementara atau
apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan
untuk mengurus Persergan, Dalam hal demikian Dewan Komisaris
berhak untuk memberikan Kekuasaan sementara kepada seorang
atau lebih diantara anggota Dewan Komisarls atas tanggungan
Dewan Komisaris. W

6, Dalam hal hanya.ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau
anggota Dewar Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

7. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan
Rapat Dewan Komisarls dapat memberhentikan untuk sementara
waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan
mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan
dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.

8, Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan
ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini.
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Rapat Dewan Komisaris
Pasal 20

1, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan secara berkala dan
setjap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota
Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas
permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki
1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari j_qmlah seluruh saham
yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan';pgk--suara yang sah
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2, Pemanaggilan Rapat Dewan Komisarig dilakukan oleh Komisaris
Utama. Ao

Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketlga maka
1 (satu) orang anggota Dewanglomisaris yang ditunjuk qleh
Komisarls Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan
Rapat Dewan Komisaris.

3, Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana
apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan
kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima)
hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu
yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak
memperhitungkan téﬁ'ﬁﬁi[,pemanggllan dan tanggal Rapat, keadaan
mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama.

Apabila semiia anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwalkil
dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak
disyaratkan, ;

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan mata acara, tanggal,
waktu dan tempat Rapat.

pemanggllan rapat tersebut disertai dengan bahan yang akan
dibicarakan dalam rapat.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan
atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa
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Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat
lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakill,
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan
dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.

&. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga;, maka Rapat
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh
dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalamy’'Rapat tersebut.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris ha_n_}ga:;_lgpat diwakili dalam
Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain
berdasarkan surat kuasa. ;

8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-
keputusan yang mengikat apabila lebiidari-1/2 (satu perdua) bagian
anggota Dewan Komisaris hadir atau-diwakili dalam Rapat tersebut.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan musyawaran untuk mufakat tidak tercapai
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan
sah dalam Rapat tersebut,

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama
berimbang maka usul térsebut ditolak.

11. a, Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan
1 (satu) suara‘dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan
cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung
mempunyal kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak.
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara
mengenal hal-hal yang berhubungan dengan transaks| atau kontrak
tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
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¢. Pemungutan suara mengenai dirl orang dilakukan dengan surat-
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemunggtan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Fimpinan Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan darl yang hadir.

12, Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang
yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan
kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh Eglu ruh
anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dgry’atau diwakili
dalam Rapat yang bersangkutan dan disampai@hn-rk-repada seluruh

-,

anggota Dewan Komisaris.
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan
tersebut tidak disyaratkan. ’aj‘__

13. Berita acara Rapat Dewan Komisans yang dibuat sesuai
dengan ketentuan ayat 12 pasal 1_n[~marubakan bukti yang sah
mengenal keputusan-keputusan va_ng_uﬂiq{nb1l dalam Rapat Dewan
Komisaris yang bersangkutan, balk untuk para anggota Dewan
Komisaris maupun untuk pihak ketigas:.

14. Dewan Komisaris dapatjuga mengambil keputusan keputusan
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Kumisans,
dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah
diberitahukan secara terfulis teptang usul-usul yang bersangkytan
dan semua anggota DewanyKomisaris memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan’secara tertulis serta menandatangani
persetujuan terseblfg..

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Dewan Komisariss

Rencana kerja, tahun buku
dan laporan tahunan

Pasal 21

1. Direks| wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.

2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada
Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan,

dn
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3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan
keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris,
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

5. Tahun buku Persercan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
sampal dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, bukusPerseroan ditutup,

6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangﬁh.Eerseruan kepada
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi
menyusun laporan tahunan dengan m’gmpggpatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan mEQﬁediakannya di kantor
Perseroan untuk dapat diperiksa cleh para pemegang saham terhitung
sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

7. Dalam waktu paling lambat 4. (empat) bulan setelah tahun
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai
ketentuan perundang-undanganiyang berlaku.

8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi
dan Dewan Kemisaris yang menjabat pada tahun buku yang
bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris yang tidak manandatangani laporan tahunan tersebut,
yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis
atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri
yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan
alasan maka yangbersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan
tahunan.

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/
Rugl dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran
nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan
Nomar X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten
atau Perusahaan Publik,
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Penggunaan laba dan pembagian dividen
Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sepe?'ti tercantum
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah u:_Hsatjkan oleh
RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut
cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kErqampuan
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan<yang diambil dalam
RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus diténtukan waktu dan
cara pembayaran dividen berdasarkan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal Dividen untuk suatu'Saham-harus dibayarkan
kepada orang atas nama siapa saham itu\perdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anaggaran Dasar
ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam
mana keputusan untuk pembagian_dividén diambil, satu dan lain
dengan tidak mengurangi ketentuan~dari peraturan Bursa Efek di
tempat di mana saham-sahanf%tdg_rsebut dicatatkan. ‘

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain,
maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan
oleh UUPT dan Anggaraﬂ'ig_asa?:;jni dibagi sebagai dividen,

4. Jikalau perhitungan labarugi dari satu tahun buku menunjukkan
keruglan yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
kerugian itu akan tetap.dicatat dalam perhitungan laba rugi dan
selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak
memperoleh laba selama kerugian yang tercatat s:la_larn perhitungan
laba rugl ity belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi
peraturan pertfdang-undangan yang berlaku. |

5. Dividen yar tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, d|masuk!can
ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan
dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus ters_ebut.

Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana
tersebut di atas dan tidak diambll dalam jangka waktu 10 {sepuluh)
tahun akan menjadi hak Perseroan.
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6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku
peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan.

7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun
buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham
yangmewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari
seluruh saham vyang telah dikeluarkan Persercan, dengan
memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan
Perseroan.

8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan
Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris,
dengan memperhatikan ayat 6 pasal ini. '-"";; 4

9, Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan
menderita kerugian, dividen interimyang telah dibagikan harus
dikembalikan oleh Pemegang Sahami"kepada Perseroan.

10, Direksi dan Dewan Komisarls. bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kewg[h_g_ Perseroan, dalam hal Pemegang
Saham tidak dapat mengemballkap- dividen interim sebagaimana
dimaksud pada ayat 9 pasal ini.

Peng@naan Cadangan
Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih
setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan cleh RUPS
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila
Perseroan mempunyai laba yang positif.

3. Penyisthan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai
cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari
jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

4. Cadangan yang belum mencapal jumiah sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup
kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
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5. Jika jumliah cadangan telah melebihi jumlahizﬂ% {dua puluh
perseratus) dari jumlah modal ditempatkan dan dlsgtnr Persercarn,
RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk
keperluan Perseroan,

Perubahan anggaran dasar
Pasal 24

1, Perubahan Anggaran Dasar harus denganm‘gm}gerjﬂatikan UUPT
dan/atau peraturan Pasar Modal. A~

2, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan ofeh’ RUPS dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran
Dasar inl. —w:?.,";

3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasal{ni yang menyangkut
pengubahan nama Perseroan dan/ ataﬁ-tg_mpat edudukan Perﬁe_rgan;
maksud dan tujuan serta kegiatag-._-usa_ha;._jangka waktu berdirinya
Perseroan, PN .

besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan
disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutuplmenjadl
Perseroan terbuka atau sebaliknya, Wajib mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam peraturé‘h{pyarulhdang-undangan yang berlaku.

4, Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan ‘Haksfsasi Manusia Republik Indonesia dengan
memperhatikan ketentan dalam UUPT. .

5. Ketentuan-mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan
peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Maodal,

Pendgabungan, peleburan,
pengambilalihan dan pemisahan
Pasal 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan
ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagalmana tercantum
dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
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2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pembubaran, likuldasi dan
berakhirnya status badan hukum
Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan beFﬂEa@rkan keputusan
RUPS dengan ketentuan sebagaimana t%rcantum ‘dalam Pasal 14
ayat 3 Anggaran Dasar Ini. =

5 “j-.._r:-
2. Ketentuan lebih lanjut mengenal pembubaran, likuidasi dan
berakhirnya status badan hukum adalah seébagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undanganisyang berlaku khususnya

peraturan perundang undangan di h]_ﬂ_ang Pasar Modal.
Tempat tinggal
Pasal 27
Untuk hal-hal yang méngenai, Perseroan, para pemegang saham
dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat
dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan.yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar

Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan.

wa"Reraturan penutup
Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran
Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya.

Demikianlah akta inl

Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan
tahun tersebut dalam kepala akta inl dengan dihadiri oleh Nona Tjiong,
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Agnes Yuana, lahir di Semarang, tanggal 24-07-1992 (dua puluh empat
Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia,
Karyawati Kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang, jalan Mulia
Tengah B Nomor : 4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 018, Kelurahan
Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, dan Nyonya Didit Budi Rahajeng,
Sarjana Hukum, lahir di Surakarta, pada tanggal 13-04-1966 (tiga
belas April seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara
Indonesia (WNI), Karyawati Kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang,
jalan Cemara nomor : 123 dan sebagal saksi-salggii ==

Segera setelah akta ini dibacakan oleh sava,hbm.rls kepada para
penghadap dan saksi-saksl, maka akta ini ditanda-tangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris -

Dilangsungkan dengan dua pengubahan, yaitu karena dua coretan
dengan penggantian, tanpa tambahan_dan cdretan.

Minit akta ini telah ditanda tangani.$ebagaimana mestinya.
Dibefikan sebagai Salinan.
' Notaris

PP:,EJF DRy, LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH., MH

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.
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